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BUPATIMUSIRAWASUTARA 
PROVINSI SUMATERA SELATAN 

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA 
NOMOR ~I TAHUN 2024 

TENTANG 

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI MUSI RAWAS UTARA, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf c 

Peratu.ran Menteri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Akuntasi 

Pemerintah Daerah. 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang 

Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 7 

Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736); 
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4. Undnng-Undang Nomor 15 Tohun 2004 tentong 

Pcmerik on P ngclolnan dan Tanggungj w b 

K unngan Negara (Lembonm Negn.m Republik 

Indonesia Tohun 2004 Nomor 66, Tamb hon 

Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tnhun 2011 tentang 

Pembcntukan Pernturan Perundang-Undang n 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tnhun 20 I I 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) scbagaimana telnh diub h 

bcberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 

13 Tnhun2022 tentang Perubnhan Kedua ates 

Undang-Undang Nomor 12 Tnhun 2021 tcntang 

Pembcntukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tnhun 2022 

Nomor 143, Tambnhan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6801); 

6. Undang-Undang Nomor 16 Tnhun 2013 tentang 

Pembcntukan Kabupaten Musi Rawas Utara di 

Provinsi Sumatera Sdatan (Lembaran Negurn Republik 

7. 

lndone in Tnhun 2013 Nomor 112, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 5429); 

Undnng-Undang Nomor 23 Tnhun 2014 tentang 

Pemerin tahan Daerah (Lembaran Negara Rcpublik 

Indonesia Tnhun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebngaimana telnh diubah bebcrapa kaH, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tnhun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemcrintnh Pengganti Undang­

Undang Nomor 2 Tnhun 2022 Tentang Ciptn Kcrjn 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 202 

Nomor 238, Tambahan Lembaran Negar R publik 

lndone in Nomor 6841 J; 

8. Undang-Undnng Nomor Tohun 2022 tentong 

Mubungnn K uang n nntom Pcmerinl h D cmh 

(Lcmb ron Nt' ro R publik lmJonc i T ,hun 02..! 

Nomor 4, Tomb ,han ~ml,nmn Nf"gur ~{"pubhk 

lndon I Nomor C.757); 
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 

tentang Perubahan Ates Peraturan Pemerintah Nomor 

23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 

Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 171 Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Pertimbangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 

Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik 

Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6523); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4614); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomorl23, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5165); 
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15. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 

Hannonisasi Kebijakan Fiskal Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6909); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 

Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republlik Indonesia Nomor 5272); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Mililc Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 553) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang 

Perubahan alas Peraturan Pemerintah Nomor 27 

Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Mililc 

Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6523); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 

2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi 

Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah 

Daerah (Serita Negara Republik lndonesia Tahun 2013 

Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 

2019 ten tang Klasi.fikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

1447); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 

2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Serita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); 
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Menetapkan 

21. Pemerintah Menteri Dalarn Negeri Nomor 77 Tahun 

2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 1781); 

22. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Musi Rawas Utara (Lembaran Daerah 

Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016 Nomor 3) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Nomor 1 Tahun 2019 ten tang Perubahan atas 

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 ten tang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Musi Rawas Utara (Lembaran Daerah 

Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2019 Nomor 1); 

23. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2023 Nomor 1); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM AKUNTANSI 

PEMERINTAH DAERAH. 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas Utara. 

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten 

Musi Rawas Utara. 

3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas Utara. 

4. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, 

pengukuran, pengklasifikasian, pengikhitisaran 

transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, 

serta penginterpretasian atas hasilnya. 
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5. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya 

disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang 

diterapkan dalam menyusun dan menyaji.kan laporan 

keuangan pemerintah. 

6. Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah yang 

selanjutnya disingkat SAPD adalah rangkaian 

sistematik dari prosuder, penyelenggara, peralatan, 

dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi 

sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan 

keuangan di lingkungan organisasi organisasi 

pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara. 

7 . Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah 

prinsip, dasar, konvensi, aturan dan praktik spesifik 

~ang dipilih oleh Pemerintah Kabupaten Musi Rawas 

Utara dalam penyususnan dan penyajian laporan 

keuangan. 

8. Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS 

adalah daftar kodefikasi dan klasifikasi terkait 

transaksi keuangan yang disusun secara sistematis 

sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran dan 

pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten. 

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 

selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan 

tahunan Pemerintah Kabupaten yang dibahas dan 

disetujui bersama Pemerintah Kabupaten dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan 

Peraturan Daerah. 

10. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui 

pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat 

kas atau setara kas diterima atau dibayar. 

11. Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui 

pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat 

kas diterima dan dibayar. 

12. Bassis Kas menu ju akrual adalah basis akuntansi 

yang mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan 

berbasis kas yang mengakui aset, utang dan ekuitas 

dana berbasis akrual. 
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13. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat 

penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh 

Kepala Daerah untuk menampung seluruh 

penerimaan kabupaten dan digunakan untuk 

membayar seluruh pengeluaran kabupaten pada yang 

ditetapkan. 

14. Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya 

disingkat OPD adalah perangkat daerah pada 

pemerintah daerah selaku pengguna 

anggaran/ pengguna barang. 

15. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas 

Umum yang mengurangi Saldo Anggaran lebih dalam 

periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan 

diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. 

16. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat 

LRA adalah laporan yang menyajikan informasi 

realisasi pendapatan-LRA, belanja kegiatan operasional 

keuangan yang mencakup pendapatan, biaya dan 

surplus/defisit disandingkan dengan periode 

sebelumnya. 

1 7 . Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang 

selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang 

menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL 

tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal 

SiLPA/SiKPA koreksi dan SAL akhir. 

18. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi 

posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai 

aset, kewajiban dan akuitas pada tanggal tertentu. 

19. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO 

adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai 

seluruh kegiatan operasional keuangan entitas 

pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan 

periode sebelumnya. 

20. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK 

adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai 

sumber satu periode akuntansi, dan saldo kas dan 

setara kas pada tanggal pelaporan. 
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21. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya 

disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan 

infonnasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri 

alas ekuitas awal, surplus/deficit-W, koreksi dan 

ekuitas akhir. 

22. Catalan alas Laporan Keuangan yang selanjutnya 

disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan 

infonnasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau 

analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, 

LPSAL, W, LPE, Neraca dan LAK dalarn rangka 

pengungkapan yang memadai. 

23. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang 

selanjutntnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan 

Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai 

tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak 

sebagai bendahara umum daerah. 

24. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna 

anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib 

menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan 

keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. 

25. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang 

terdiri dari satu lebih entitas pelaporan yang menurut 

ketentuan peraturan perundang-undangan wajib 

menyarnpaikan laporan pertanggungjawaban berupa 

laporan keuangan. 

26. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening 

Kas Umum Daerah yang menarnbah Saldo Anggaran 

Lebih dalam periode tahun anggaran yang 

bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak 

perlu dibayar kembali oleh pemerintah. 

27. Pendapatan-LO adalah hak peerintah pusat/daerah 

yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode 

tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu 

dibayar kembali. 
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BAB II 

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH 

Pasal 2 

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah terdiri dari: 

a. sistem akuntansi SKPD; dan 

b. sistem akuntansi PPKD. 

Pasal 3 

( 1) Si stem alruntansi SKPD sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 huruf a mencakup teknik pencatalan, 

pengakuan dan pengungkapan atas pendapatan-LO, 

beban, pendapatan-LRA, belanja, asset, kewajiban, 

ekuitas, penyesuaian dan koreksi serta penyusunan 

laporan keuangan SKPD. 

(2) Sistem akutansi PPKD sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 huruf b mencakup teknik pencatatan, 

pengakuan dan pengungkapkan alas pendapatan-LO, 

be ban, Pendapalan LRA, belanja, transfer, 

pembiayaan, asset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian 

dan koreksi, penyusunan laporan keuangan PPKD 

serta penyusunan laporan keuangan konsolidasian 

Pemerintah Kabupaten. 

(3) Sistem akuntansi SKPD dan system akuntansi PPKD 

sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) dan ayat (2) 

tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Bupati ini. 

BAB Ill 

BAGAN AKUN STANDAR 

Pasal 5 

( l) Began Akun Standar scbagairnana dimnks ud dolarn 

Pruml 2 huruf c merupakan pcdoman bogi Pemcrintoh 

Duemh doJam melakukon kodeftk.o i mencokup o.kun 

yang m n omb rknn atnaktur l11pomn kcuon :r- an 

c ro I n kop. 
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(2) Bagan Alnm Stander sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) terdiri dari: 

a. level 1 (satu) menunjukkan kode akun; 

b. level 2 (dua) menunjukkan kode kelompok; 

c. level 3 (tiga) menunjukkan kode jenis; 

d. level 4 (empat) menunjukkan kode abyek; dan 

e. level 5 (lima) menunjukkan kode rincian obyek. 

(3) Kode akun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 

a terdiri atas: 

a. akun 1 (satu) menunjukan aset; 

b. akun 2 (dua) menunjukan kewajiban; 

c. akun 3 (tiga) menunjukan ekuitas; 

d. akun 4 (empat) menunjukan pendapatan-LRA; 

e. akun 5 (lima) menunjukan belanja; 

f. akun 6 (enam) menunjukan transfer; 

g. akun 7 (tujuh) menunjukan pembiayaan; 

h. akun 8 (delapan) menunjukan pendapatan LO;dan 

i. akun 9 (sembilan) menunjukan beban. 

(4) Bagan Akun Standar sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Bupati ini. 

BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 6 

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku maka Peraturan 

Bupati Nomor 13 Tahun 2019 tentang Sistem Akuntansi 

Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2019 

(Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2019 

Nomor 13) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
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Pasal 7 

Peraturan Bupati ini berlalru pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan 

pengundangan dengan penempatannya dalam Berita 

Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara. 

Ditetapkan di Muara Rupit 

pada tanggal 21 ~""i 2024 

1BUPATI MUSI RAWAS UTAru.J 

--52..-~ 

AL.,. DEVI SUHARTO NI 

Diundangkan di Muara Rupit 

pada tanggal '2J ?IMi 2024 

SEKRET 

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2024 

NOMOR .. '1f 

I I 
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